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PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat,
taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga buku yang berjudul Kebijakan
dan Kepemimpinan Pendidikan Islam: Membangun Tata Kelola
Kelembagaan dan Budaya Mutu, untuk Keunggulan Berkelanjutan
ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah
kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam
kepemimpinan, pendidikan, dan pembangunan peradaban yang
berlandaskan ilmu, akhlak, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan Islam saat ini berada pada persimpangan sejarah yang
sangat menentukan. Perubahan global yang berlangsung begitu cepat,
kemajuan teknologi digital, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence), transformasi tata kelola organisasi, meningkatnya tuntutan
mutu pendidikan, serta dinamika sosial dan budaya telah menghadirkan
tantangan baru yang tidak pernah dihadapi pada dekade-dekade
sebelumnya. Di sisi lain, perubahan tersebut juga membuka peluang besar
bagi pendidikan Islam untuk tampil sebagai kekuatan strategis dalam
membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, adaptif,
inovatif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim
terbesar di dunia, pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat strategis.
Jutaan peserta didik belajar setiap hari di madrasah, pesantren, sekolah
Islam, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ribuan lembaga pendidikan
Islam tumbuh menjadi pusat pembentukan karakter, pengembangan ilmu
pengetahuan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Oleh
karena itu, kualitas kebijakan yang mengatur pendidikan Islam dan kualitas
kepemimpinan yang mengelola lembaga-lembaga tersebut akan sangat
menentukan arah pembangunan pendidikan nasional di masa depan.

Realitas menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Islam dewasa ini
tidak lagi sebatas persoalan pemerataan akses pendidikan, tetapi telah
berkembang pada isu-isu yang jauh lebih kompleks. Pendidikan Islam
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dituntut mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki
kompetensi keagamaan yang kuat, tetapi juga menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, literasi digital, kemampuan berpikir kritis,
kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta kecakapan menghadapi
perubahan global. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan Islam harus
mampu membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel,
responsif, berorientasi mutu, serta mampu bersaing di tingkat nasional
maupun internasional.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, buku ini disusun sebagai salah
satu ikhtiar akademik untuk menghadirkan kajian yang komprehensif
mengenai hubungan antara kebijakan publik, kepemimpinan pendidikan,
tata kelola kelembagaan, budaya mutu, transformasi digital, hingga strategi
pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Buku ini tidak hanya
membahas teori-teori klasik maupun kontemporer, tetapi juga
mengintegrasikan  perkembangan  kebijakan  terbaru, paradigma
manajemen modern, praktik kepemimpinan pendidikan, penjaminan
mutu, internasionalisasi, serta tantangan pendidikan Islam pada era Society
5.0 dan kecerdasan buatan.

Penyusunan buku ini didasarkan pada keyakinan bahwa keberhasilan
pendidikan Islam tidak semata-mata ditentukan oleh kurikulum ataupun
ketersediaan sumber daya, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas
kebijakan yang dirumuskan, kemampuan kepemimpinan dalam
mengimplementasikan kebijakan tersebut, serta budaya organisasi yang
mampu menumbuhkan inovasi, kolaborasi, integritas, dan perbaikan
berkelanjutan (continunous improvement). Oleh sebab itu, buku ini berusaha
memadukan perspektif kebijakan publik, manajemen pendidikan Islam,
kepemimpinan strategis, tata kelola kelembagaan, dan nilai-nilai Islam
dalam satu kerangka yang utuh.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatannya yang integratif.
Pembahasan dimulai dari paradigma kebijakan pendidikan Islam, politik
hukum pendidikan, analisis kebijakan, teori kepemimpinan berbasis nilai-
nilai Islam, kepemimpinan kontemporer, kepemimpinan strategis,
kebijakan kurikulum, transformasi digital, pemanfaatan Ar#ificial Intelligence,



pendidikan  karakter, moderasi beragama, penjaminan  mutu,
internasionalisasi, pendidikan berkelanjutan berbasis ekoteologi, isu-isu
kontemporer, hingga arah masa depan kebijakan dan kepemimpinan
pendidikan Islam menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi
yang utuh bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika pengelolaan
pendidikan Islam secara konseptual sekaligus praktis. Lebih jauh, buku ini
juga ingin menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam pada abad
ke-21 tidak lagi cukup hanya mengandalkan kharisma ataupun pengalaman
semata. Seorang pemimpin pendidikan dituntut memiliki visi strategis,
kemampuan membaca perubahan, kecakapan mengambil keputusan
berbasis data (data-driven decision making), kemampuan membangun
kolaborasi lintas sektor, serta komitmen yang kuat terhadap budaya mutu
dan inovasi. Di era transformasi digital, kepemimpinan harus mampu
mengelola perubahan secara adaptif tanpa kehilangan identitas dan nilai-
nilai dasar pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Buku ini juga menempatkan mutu sebagai roh utama penyelenggaraan
pendidikan Islam. Budaya mutu bukan sekadar pemenuhan standar
akreditasi ataupun administrasi kelembagaan, melainkan menjadi budaya
organisasi yang tumbuh melalui kepemimpinan yang visioner, sistem
penjaminan mutu yang efektif, tata kelola yang baik (good governance), serta
komitmen seluruh warga lembaga terhadap peningkatan kualitas secara
berkelanjutan. Dengan budaya mutu yang kuat, lembaga pendidikan Islam
akan memiliki daya tahan terhadap perubahan sekaligus mampu
menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunannya, buku ini memanfaatkan berbagai referensi
ilmiah mutakhir, hasil penelitian, regulasi nasional, praktik terbaik (&est
practices), serta perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan Islam. Oleh
karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan bacaan
akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan,
pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas kepemimpinan,
penyusunan kurikulum, pelaksanaan penelitian, maupun pengembangan
program pengabdian kepada masyarakat.
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Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai
kalangan, antara lain dosen, mahasiswa program sarjana, magister, dan
doktor, kepala madrasah, pimpinan pesantren, rektor dan pimpinan
perguruan tinggi keagamaan Islam, pengawas pendidikan, guru,
widyaiswara, peneliti, praktisi pendidikan, penyusun kebijakan, hingga para
pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan
pendidikan Islam di Indonesia maupun di tingkat global.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki
berbagai keterbatasan. Dinamika kebijakan pendidikan yang terus
berkembang, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta lahirnya
berbagai pendekatan baru dalam kepemimpinan pendidikan menjadikan
kajian ini akan terus memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik,
saran, dan masukan yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat
diharapkan sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan
dan penyempurnaan karya ini pada masa mendatang.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi,
serta kontribusi selama proses penyusunan buku ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Semoga segala ikhtiar yang dilakukan menjadi
amal jariyah, memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan, dan
menjadi kontribusi nyata dalam membangun pendidikan Islam yang
unggul, adaptif, berdaya saing global, berakar kuat pada nilai-nilai Islam,
serta mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, inovatif,
dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan
kemudahan kepada kita semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
serta mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan Islam dan peradaban
bangsa.

Semarang, Juli 2026
Penulis
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BAB 1

PARADIGMA KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM

DI INDONESIA

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tidak lahir dalam ruang
hampa. Ia merupakan hasil dialektika panjang antara nilai-nilai keislaman
yang telah mengakar dalam masyarakat Nusantara, struktur politik kolonial
dan pascakolonial, serta tuntutan modernisasi sistem pendidikan nasional.
Bab ini mengurai paradigma yang melandasi arah kebijakan tersebut, mulai
dari akar historisnya hingga proyeksinya menuju Indonesia Emas 2045.

1.1 EVOLUSI PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM DALAM

KEBIJAKAN NASIONAL

Evolusi paradigma kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat
dipahami sebagai pergeseran cara pandang negara terhadap posisi
pendidikan Islam, dari entitas yang termarjinalkan pada masa kolonial
menjadi subsistem yang terintegrasi penuh dalam sistem pendidikan
nasional pada era kontemporer. Pada masa kolonial Belanda, kebijakan
terthadap pendidikan Islam bersifat represif dan pengawasan ketat,
sebagaimana tercermin dalam Ordonansi Guru (Goeroe Ordonnantie) tahun
1905 yang mewajibkan setiap guru agama untuk memperoleh izin
mengajar dari pemerintah kolonial (Steenbrink, 2022). Kebijakan ini lahir
dari kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap potensi pesantren sebagai

basis perlawanan terhadap kekuasaan asing.
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Memasuki era kemerdekaan, paradigma kebijakan bergeser ke arah
pengakuan formal, meskipun masih diwarnai dikotomi antara pendidikan
umum dan pendidikan agama. Berdirinya Kementerian Agama pada tahun
1946 menjadi tonggak penting yang menempatkan pendidikan Islam di
bawah kelembagaan negara secara resmi (Nata, 2023). Namun demikian,
dikotomi kelembagaan antara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan
dan madrasah di bawah Kementerian Agama menciptakan kesenjangan
mutu dan pengakuan ijazah yang berlangsung selama beberapa dekade.

Titik balik penting terjadi pada tahun 1975 melalui Surat Keputusan
Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, yang menyetarakan ijazah
madrasah dengan sekolah umum. Kebijakan ini menandai dimulainya
paradigma integrasi, di mana pendidikan Islam mulai diposisikan sebagai
bagian yang setara dan tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional
(Azra, 2023). Paradigma integrasi ini kemudian dikukuhkan lebih lanjut
melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang secara eksplisit mengakui madrasah sebagai sekolah umum
berciri khas agama Islam.

Reformasi tahun 1998 membawa angin perubahan yang signifikan
bagi paradigma kebijakan pendidikan Islam. Desentralisasi kekuasaan dan
penguatan otonomi daerah turut memengaruhi tata kelola pendidikan
Islam, meskipun kewenangan pengelolaan madrasah tetap berada di
bawah otoritas pusat melalui Kementerian Agama. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin
mempertegas posisi pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem
pendidikan nasional dengan menyebutkan secara eksplisit jalur pendidikan
keagamaan sebagai salah satu jalur pendidikan yang sah (Republik
Indonesia, 2003).

Pada dekade kedua abad ke-21, paradigma kebijakan pendidikan
Islam mengalami pergeseran lebih lanjut menuju apa yang dapat disebut
sebagai paradigma transformatif-kontekstual. Paradigma ini ditandai
dengan penguatan mutu melalui kebijakan moderasi beragama, penguatan
kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi
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universitas Islam negeri, serta respons terhadap tuntutan revolusi industri
4.0 dan Society 5.0 (Kementerian Agama RI, 2022). Pergeseran ini
mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan Islam tidak lagi
sekadar menjaga otentisitas keislaman, tetapi juga harus mampu bersaing
dalam ekosistem pendidikan global yang kompetitif.

Era Kolonial Era Kemerdekaan Integrasi UU Sisdik UU No. 20/2003 Era Society 5.0
i & Dikotomi SKB 3 Menteri (1089-2003) & Penguatan & Transformasi
PTKI/Madrasah Digital {2020-kini)

& Or
uru (Sebelum 1945 (1945-1975) (1975-1989)

Gambar 1. 1 Evolusi Paradigma Kebijakan Pendidikan Islam di

Indonesia
Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Steenbrink (2022), Azra (2023),

dan Kementerian Agama RI (2022)

Memahami evolusi ini penting bagi para pengambil kebijakan karena
setiap fase paradigma meninggalkan jejak struktural yang masih
memengaruhi tata kelola pendidikan Islam hingga saat ini. Dualisme
kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan,
misalnya, merupakan warisan historis yang hingga kini masih menjadi
tantangan koordinasi kebijakan lintas kementerian (Rahman, 2023). Oleh
karena itu, perumusan kebijakan pendidikan Islam ke depan perlu
dilandasi oleh pemahaman historis yang utuh agar tidak mengulangi
kesalahan paradigma masa lalu.

Kotak 1.1 Tonggak Regulasi Penting

1905: Ordonansi Guru (kontrol kolonial); 1946: Pendirian
Kementerian Agama; 1975: SKB Tiga Menteri (penyetaraan ijazah
madrasah); 1989: UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas; 2003: UU No.
20/2003 tentang Sisdiknas; 2019: Perubahan status sejumlah TAIN
menjadi UIN sebagai penguatan kelembagaan PTKI.
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Menariknya, setiap fase evolusi paradigma tersebut tidak sepenuhnya
menggantikan fase sebelumnya, melainkan lebih tepat digambarkan
sebagai proses akumulatif di mana unsur-unsur lama tetap bertahan
berdampingan dengan unsur-unsur baru. Pesantren salaf yang
mempertahankan sistem sorogan dan bandongan klasik, misalnya, tetap
cksis dan berkembang di tengah hadirnya madrasah modern dan sekolah
Islam terpadu yang mengadopsi pendekatan pedagogis kontemporer
(Steenbrink, 2022). Fenomena ini menunjukkan karakter khas pendidikan
Islam Indonesia yang mampu merawat kesinambungan tradisi sekaligus
membuka diri terhadap pembaruan, suatu kondisi yang oleh sebagian
pengamat disebut sebagai modernisasi tanpa westernisasi.

Implikasi penting dari pemahaman evolusi paradigma ini bagi
perumus kebijakan kontemporer adalah perlunya pendekatan yang tidak
seragam (one-sizge-fits-all) dalam merancang intervensi kebijakan. Kebijakan
yang dirancang untuk mendorong modernisasi madrasah negeri di
perkotaan belum tentu relevan diterapkan secara identik pada pesantren
salaf di pedesaan yang memiliki struktur nilai dan kebutuhan berbeda.
Nata (2023) mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan
Islam sangat ditentukan oleh kepekaan pembuat kebijakan terhadap
keragaman tipologi kelembagaan yang telah terbentuk secara historis
tersebut.

Studi historis komparatif juga menunjukkan bahwa negara-negara
pascakolonial dengan populasi muslim signifikan, seperti Pakistan dan
Mesir, mengalami dinamika dikotomi pendidikan agama-umum yang
serupa dengan Indonesia, meskipun dengan corak penyelesaian yang
berbeda. Steenbrink (2022) mencatat bahwa keunikan jalur penyelesaian
Indonesia melalui SKB Tiga Menteri dan kemudian UU Sisdiknas relatif
lebih mulus dibandingkan proses integrasi di sejumlah negara lain yang
masith bergulat dengan ketegangan antara pendidikan agama dan
pendidikan sekuler hingga saat ini, sebuah keunggulan komparatif yang
patut terus dipelajari dan dirawat.
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1.2 LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
Setiap kebijakan pendidikan Islam yang kokoh harus berpijak pada

tiga landasan utama yang saling melengkapi, yaitu landasan filosofis,
yuridis, dan sosiologis. Ketiganya berfungsi sebagai fondasi yang
menjamin legitimasi, keabsahan hukum, dan relevansi sosial dari setiap
kebijakan yang dirumuskan.

Secara filosofis, kebijakan pendidikan Islam berakar pada konsep
tauhid sebagai paradigma epistemologis yang menyatukan ilmu
pengetahuan dan nilai spiritual, konsep insan kamil sebagai tujuan akhir
pendidikan yang mengintegrasikan dimensi jasmani dan rohani, serta
maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syatiat) sebagai kerangka etis dalam
perumusan kebijakan (Al-Attas, 2021). Al-Attas menekankan bahwa
tujuan pendidikan Islam bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan
pembentukan manusia yang beradab (ta'dib), yang memahami dan
menempatkan dirinya secara tepat dalam tatanan penciptaan. Perspektif
ini memberikan arah filosofis bagi kebijakan agar tidak sekadar
berorientasi pada capaian kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan
spiritualitas peserta didik.

Landasan yuridis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia bersumber
dari hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Pembukaan dan
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 tentang
kebebasan beragama dan Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, hingga
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta berbagai Peraturan Pemerintah
dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan
madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam (Republik
Indonesia, 2007). Landasan yuridis ini memberikan kepastian hukum
sekaligus mengikat seluruh pemangku kepentingan untuk tunduk pada
norma dan prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun landasan sosiologis menegaskan bahwa kebijakan pendidikan
Islam harus responsif terhadap dinamika dan kebutuhan riil masyarakat.
Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia
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memiliki karakteristik sosiologis yang unik, di mana pesantren dan
madrasah bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan juga pusat
kebudayaan dan struktur sosial masyarakat akar rumput (Mastuhu, 2022).
Kebijakan yang mengabaikan aspek sosiologis ini berisiko menimbulkan
resistensi dari masyarakat, sebagaimana pernah terjadi pada beberapa
kebijakan standardisasi kurikulum yang dianggap kurang mengakomodasi
kearifan lokal pesantren.

KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ISLAM
YANG BERKUALITAS

Landasan Landasan Landasan
Filosofis Yuridis Sosiologis
(Tauhid, Insan (UUD 1945, UU (Kebutuhan
Kamil, Maqasid Sisdiknas, PP, Masyarakat &
al-Syari‘ah) PMA) Perubahan Sosial)

Gambar 1. 2 Tiga Pilar Landasan Kebijakan Pendidikan Islam
Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Al-Attas (2021), Republik

Indonesia (2007), dan Mastuhu (1994)

Ketiga landasan ini idealnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan
terintegrasi secara koheren dalam setiap tahap perumusan kebijakan.
Kebijakan yang hanya kuat secara yuridis tetapi lemah secara filosofis
berisiko kehilangan ruh dan arah nilai. Sebaliknya, kebijakan yang kaya
secara filosofis tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas akan sulit
diimplementasikan secara konsisten. Demikian pula, kebijakan yang legal
dan filosofis namun tidak mempertimbangkan konteks sosiologis
masyarakat berisiko gagal diterima di lapangan (Tilaar & Nugroho, 2021).
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"Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebjakan yang manmpu
menerjemabkan cita-cita filosofis ke dalam babasa hukum yang jelas,
sekealigns membumi dalam realitas sosial masyarakat yang dilayaninya."
(Lilaar & Nugrobo, 2021, dalam konteks kebijakan pendidikan

nasional)

Lebih jauh, landasan filosofis kebijakan pendidikan Islam juga dapat
ditelusuri dari konsep rahmatan lil 'alamin, yaitu prinsip bahwa ajaran
Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi
kalangan muslim semata. Prinsip ini memberikan landasan filosofis bagi
kebijakan pendidikan Islam yang inklusif, terbuka terhadap dialog lintas
agama dan budaya, serta berkontribusi pada kemaslahatan bersama
(maslahah 'ammah) dalam kehidupan berbangsa yang majemuk (Azra,
2023). Landasan ini menjadi salah satu argumen filosofis utama di balik
kebijakan moderasi beragama yang akan dibahas lebih mendalam pada Bab
9.

Pada dimensi yuridis, penting dicatat bahwa kebijakan pendidikan
Islam juga tunduk pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Prinsip ini
menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga setiap Peraturan Menteri
Agama yang mengatur teknis penyelenggaraan pendidikan Islam harus
senantiasa merujuk dan selaras dengan undang-undang di atasnya. Prinsip
hierarki ini menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi dan
mencegah tumpang tindih regulasi yang kerap menjadi keluhan di
lapangan (Mahfud MD, 2021).

Sementara itu, landasan sosiologis kebijakan pendidikan Islam juga
perlu memperhitungkan transformasi struktur sosial masyarakat Indonesia
yang terus bergerak, termasuk urbanisasi, perubahan pola keluarga, serta
meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Data
Kementerian Agama menunjukkan tren peningkatan jumlah santriwati
dan mahasiswi PTKI dari tahun ke tahun, yang menuntut kebijakan
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pendidikan Islam untuk semakin responsif terhadap isu kesetaraan gender
dalam akses dan mutu layanan pendidikan (Rosnani, 2022).

Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan di atas
juga perlu dibaca sebagai satu kesatuan yang saling mengunci, bukan
sekadar daftar tiga unsur yang berdiri sendiri. Tilaar dan Nugroho (2021)
menyebut keterpaduan ketiga landasan ini sebagai syarat legitimasi
menyeluruh (comprebensive legitimacy) bagi kebijakan pendidikan, di mana
kebijakan yang hanya kuat pada satu atau dua landasan namun lemah pada
landasan lainnya akan rentan mengalami resistensi implementasi maupun
gugatan yudisial di kemudian hari. Prinsip ini menjadi pengingat penting
bagi tim perumus kebijakan pendidikan Islam agar senantiasa melakukan
uji tiga landasan (triple-foundation test) sebelum suatu rancangan
kebijakan ditetapkan secara resmi.

1.3 PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL DAN GLOBAL
Posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional

Indonesia bersifat khas karena berjalan melalui dua jalur kelembagaan
sekaligus, yaitu jalur pendidikan formal yang terintegrasi (madrasah dan
PTKI) dan jalur pendidikan keagamaan yang berciri khusus (pesantren
dengan pendidikan mu'adalah dan pendidikan diniyah). Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 mengakui kedua jalur ini secara setara, sehingga
lulusan madrasah maupun pesantren mu'adalah memiliki hak yang sama
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya (Republik Indonesia,
2003).

Dalam konteks global, posisi pendidikan Islam Indonesia
menunjukkan keunikan tersendiri dibandingkan negara-negara mayoritas
muslim lainnya. Berbeda dengan beberapa negara Timur Tengah yang
menerapkan sistem pendidikan Islam yang lebih sentralistik dan seragam,
Indonesia mengembangkan model pluralistik yang mengakomodasi
keragaman tradisi keilmuan, mulai dari pesantren salafiyah tradisional,
pesantren modern ala Gontor, hingga sekolah Islam terpadu yang
mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran
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abad ke-21 (Azra, 2023). Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus
tantangan tersendiri bagi perumusan kebijakan yang bersifat nasional.
Studi komparatif internasional menunjukkan bahwa negara-negara
seperti Malaysia mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih
terstandardisasi melalui Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama
Bantuan Kerajaan yang berada di bawah kendali langsung pemerintah
federal (Rosnani, 2022). Sementara itu, Turki menempuh jalur yang
berbeda dengan mengembangkan sekolah Imam Hatip sebagai model
integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum di bawah kontrol
negara yang ketat. Perbandingan ini memberikan pelajaran berharga bahwa
tidak ada model tunggal yang dapat diterapkan secara seragam; setiap
negara perlu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks historis,
sosial, dan politiknya masing-masing.
Tabel 1. 1 Petbandingan Model Kebijakan Pendidikan Islam di

Tiga Negara
Model Pluralistik Terstandardisasi  Terpusat
Kelembagaan (madrasah, (Sekolah Agama  (Sekolah Imam
pesantren, Rakyat/Bantuan = Hatip)
sekolah Islam Kerajaan)
terpadu)
Otoritas Kementerian Kementerian Kementerian
Pengelola Agama & Pendidikan Pendidikan
Kementerian Federal Nasional
Pendidikan (Diyanet terlibat
pada kurikulum
agama)
Orientast Integrasi Integrasi Integrasi
Kurikulum IMTAQ- nasional yang dengan kontrol
IPTEK dengan  terstandardisasi  negara ketat
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otonomi
pesantren

Sumber: Diolah oleh penulis dari Azra (2023) dan Rosnani (2022).

Dalam kerangka pendidikan global, tantangan terbesar bagi
pendidikan Islam Indonesia adalah bagaimana mempertahankan
otentisitas nilai-nilai keislaman sekaligus meningkatkan daya saing lulusan
di tingkat internasional. Fenomena mobilitas akademik global, pengakuan
kredensial lintas negara, dan tuntutan standar mutu internasional
menuntut PTKI untuk terus meningkatkan kualitas akademik tanpa
kehilangan jati diri keislamannya (Hefner, 2023).

Posisi pendidikan Islam Indonesia dalam peta global juga semakin
diperhitungkan seiring meningkatnya minat mahasiswa asing untuk
menempuh studi Islam di Indonesia, khususnya dari kawasan Asia
Tenggara, Afrika, dan sebagian negara Timur Tengah. Fenomena ini
didorong oleh reputasi Indonesia sebagai laboratorium hidup Islam
moderat yang berhasil merajut harmoni antara nilai-nilai keislaman dengan
prinsip demokrasi dan kebinekaan (Hefner, 2023). Beberapa PTKI, seperti
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
telah menjadi rujukan studi Islam Nusantara bagi kalangan akademisi
internasional, sebuah aset diplomasi pendidikan yang perlu terus
dikembangkan melalui kebijakan internasionalisasi yang akan dibahas lebih
lanjut pada Bab 11.

Namun demikian, posisi strategis ini juga menuntut kesiapan
kelembagaan yang memadai, termasuk ketersediaan program studi
berbahasa Inggris atau Arab, sistem pengakuan kredit lintas negara (credit
transfer system), serta kualitas dosen yang mumpuni secara akademik
maupun keislaman. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa
proporsi PTKI yang telah memiliki program internasional masih relatif
terbatas dibandingkan total keseluruhan PTKI di Indonesia, sehingga
diperlukan kebijakan afirmatif untuk mempercepat internasionalisasi pada
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lembaga-lembaga yang memiliki potensi namun masih terkendala sumber
daya (Kementerian Agama RI, 2022).

Perbandingan model kebijakan pendidikan Islam antarnegara
sebagaimana diuraikan di atas juga mengajarkan pentingnya kesadaran
akan jalur ketergantungan (path dependency) dalam perumusan kebijakan.
Hefner (2023) mencatat bahwa setiap negara membawa warisan struktural
dari sejarah kebijakannya masing-masing, sehingga adopsi kebijakan dari
satu negara ke negara lain tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa
penyesuaian terhadap konteks kelembagaan yang telah terbentuk.
Kesadaran ini penting agar kebijakan pendidikan Islam Indonesia tidak
jatuh pada godaan meniru kebijakan negara lain secara mentah tanpa
mempertimbangkan keunikan jalur historisnya sendiri.

1.4 TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA
ERA DISRUPSI DAN SOCIETY 5.0
Era disrupsi yang ditandai oleh percepatan teknologi digital,

otomatisasi, dan kecerdasan buatan membawa tantangan mendasar bagi
kebijakan pendidikan Islam. Konsep Society 5.0 yang pertama kali
diperkenalkan oleh pemerintah Jepang menggambarkan masyarakat yang
mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik secara mulus untuk
menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pemanfaatan teknologi
(Fukuyama, 2021). Bagi pendidikan Islam, era ini menuntut redefinisi
terthadap kompetensi yang harus dimiliki lulusan, tidak hanya literasi
keagamaan tetapi juga literasi digital, data, dan teknologi.

Tantangan pertama adalah kesenjangan infrastruktur digital antara
lembaga pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan. Banyak pesantren
dan madrasah di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses
internet dan perangkat teknologi, sehingga berisiko semakin tertinggal
dalam transformasi digital pendidikan (Kementerian Agama RI, 2024).
Kesenjangan ini apabila tidak diatasi secara serius berpotensi mempetlebar
jurang mutu antarlembaga pendidikan Islam.

Tantangan kedua berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia.
Banyak guru dan ustaz di lingkungan pendidikan Islam belum memiliki

Paradigma Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia | 11



literasi digital yang memadai untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam
proses pembelajaran secara efektif (Warsah et al, 2022). Kebijakan
pengembangan kapasitas guru perlu dirancang secara masif dan
berkelanjutan agar transformasi digital tidak hanya berhenti pada
pengadaan perangkat keras, tetapi juga menyentuh peningkatan kapasitas
pedagogis-digital tenaga pendidik.

Tantangan ketiga adalah persoalan etika digital dan integritas
akademik. Kemudahan akses informasi melalui internet dan kehadiran
teknologi kecerdasan buatan generatif memunculkan risiko baru seperti
plagiarisme, penyebaran misinformasi keagamaan, dan potensi disrupsi
terthadap otoritas keilmuan tradisional dalam Islam (Rahman, 2023).
Kebijakan pendidikan Islam ke depan perlu merumuskan pedoman etika
digital yang jelas, termasuk bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan
secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan proses pembentukan
karakter dan kedalaman spiritual peserta didik.

Tantangan keempat adalah relevansi kurikulum di tengah perubahan
cepat kebutuhan pasar kerja. World  Economic  Forum  (2025)
memproyeksikan bahwa hampir seperlima keterampilan kerja saat ini akan
mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun ke depan akibat
otomatisasi dan kecerdasan buatan. Lembaga pendidikan Islam dituntut
untuk tidak hanya membekali peserta didik dengan kompetensi keagamaan
yang kuat, tetapi juga keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis,
kreativitas, kolaborasi, dan literasi teknologi agar lulusannya tetap
kompetitif di pasar kerja global

Kotak 1.2 Empat Tantangan Utama Era Society 5.0 bagi
Pendidikan Islam

(1) Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah; (2) Kesiapan
literasi digital tenaga pendidik; (3) Etika digital dan integritas
akademik di tengah maraknya kecerdasan buatan generatif; (4)
Relevansi kurikulum terhadap kebutuhan keterampilan masa depan.
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Tantangan kelima yang tidak kalah penting adalah potensi disrupsi
terhadap otoritas keilmuan tradisional dalam Islam. Selama berabad-abad,
transmisi ilmu keagamaan di lingkungan pesantren berlangsung melalui
rantai sanad keilmuan yang menjamin validitas dan kredibilitas ajaran yang
disampaikan dari guru kepada murid. Kehadiran mesin pencari, media
sosial, dan chatbot berbasis kecerdasan buatan generatif memungkinkan
siapa pun mengakses informasi keagamaan secara instan, tanpa melalui
proses tabayyun (verifikasi) dan sanad keilmuan yang semestinya (Rahman,
2023). Fenomena ini berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang
dangkal, parsial, bahkan keliru, jika tidak diimbangi dengan literasi digital
keagamaan yang memadai di kalangan generasi muda muslim.

Menariknya, di tengah tantangan tersebut, era disrupsi juga membuka
peluang besar bagi pendidikan Islam untuk memperluas jangkauan dakwah
dan pembelajaran melalui platform digital. Sejumlah pesantren telah
berhasil mengembangkan kanal pembelajaran daring yang menjangkau
ribuan santri dari berbagai penjuru dunia, sebuah lompatan yang mustahil
dicapai melalui metode pembelajaran konvensional semata (Warsah et al.,
2022). Kebijakan pendidikan Islam ke depan perlu secara cerdas
memanfaatkan peluang ini, sembari tetap menjaga kualitas dan otentisitas
proses pembelajaran keagamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama
pesantren.

Merespons tantangan-tantangan tersebut, kebijakan pendidikan Islam
perlu bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan antisipatif-
transformatif. Hal ini berarti kebijakan tidak hanya merespons persoalan
yang sudah terjadi, tetapi juga secara proaktif merancang skenario masa
depan dan menyiapkan lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi
perubahan yang belum sepenuhnya dapat diprediksi (Suyanto, 2024).

Selain empat tantangan utama yang telah diuraikan, era disrupsi juga
menghadirkan persoalan kesenjangan generasi (generational gap) dalam
memahami dan merespons teknologi, di mana generasi guru senior sering
kali memiliki kesenjangan literasi digital yang signifikan dibandingkan
peserta didik yang tumbuh sebagai digital native. Warsah dan kolega (2022)
menekankan pentingnya program mentoring terbalik (reverse mentoring), di

Paradigma Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia | 13



mana peserta didik atau guru muda yang lebih melek digital turut
membimbing guru senior dalam pemanfaatan teknologi, sebagai strategi
mengatasi kesenjangan generasi ini secara kolaboratif dan saling
menghargai, alih-alih menempatkan guru senior semata sebagai pihak yang
harus dilatih secara satu arah.

1.5 ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MENUJU
INDONESIA EMAS 2045
Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah menetapkan

target besar berupa Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan
tingei, sumber daya manusia unggul, dan pembangunan yang
berkelanjutan pada saat memperingati satu abad kemerdekaan. Pendidikan
Islam, dengan jangkauannya yang luas hingga ke pelosok negeri melalui
jaringan madrasah dan pesantren, memiliki peran strategis dalam
mewujudkan visi tersebut, khususnya dalam mencetak generasi yang
unggul secara intelektual sekaligus kokoh secara moral-spiritual
(Bappenas, 2024).

Arah kebijakan pendidikan Islam menuju 2045 perlu difokuskan pada
beberapa agenda strategis. Pertama, penguatan mutu dan pemerataan
akses pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah
tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar kesenjangan mutu antarlembaga
dapat diminimalkan. Kedua, integrasi yang lebih mendalam antara ilmu-
ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sejalan
dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang digagas oleh Al-Faruqi
(1982) maupun konsep integrasi-interkoneksi  keilmuan  yang
dikembangkan di lingkungan UIN di Indonesia.

Ketiga, penguatan tata kelola kelembagaan melalui digitalisasi
administrasi, penguatan sistem penjaminan mutu internal, dan
peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan
Islam. Keempat, penguatan kepemimpinan transformatif di seluruh
jenjang, mulai dari kepala madrasah, pengasuh pesantren, hingga rektor
PTKI, agar mampu menggerakkan perubahan secara efektif di tengah
dinamika zaman (Machali & Hidayat, 2022). Kelima, penguatan moderasi
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beragama sebagai fondasi untuk mencetak generasi muslim Indonesia yang

toleran, inklusif, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat global yang

plural.

1. Pemerataan akses dan mutu pendidikan Islam di seluruh wilayah,
termasuk daerah 3T.

2. Integrasi keilmuan Islam dengan sains dan teknologi modern secara
mendalam dan sistematis.

3. Penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital dan akuntabel.

4. Penguatan kepemimpinan transformatif di seluruh jenjang lembaga
pendidikan Islam.

5. Penguatan moderasi beragama sebagai fondasi kebangsaan dan
kemanusiaan global.

Pencapaian agenda-agenda strategis tersebut memerlukan sinergi
lintas sektor antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah daerah, organisasi
masyarakat sipil keislaman seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,
serta dunia usaha dan industri. Tanpa sinergi yang kuat, agenda besar
menuju Indonesia Emas 2045 berisiko berjalan secara parsial dan tidak
optimal (Suyanto, 2024). Bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan
mengurai secara lebih mendalam bagaimana politik hukum, tata kelola,
analisis kebijakan, hingga kepemimpinan dapat dirancang secara sinergis
untuk mewujudkan visi besar tersebut.

Perumusan  arah  kebijakan  menuju = 2045 juga  perlu
mempertimbangkan proyeksi bonus demografi Indonesia yang akan
mencapai puncaknya pada periode 2030-2035, ketika proporsi penduduk
usia produktif berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah demografi
bangsa. Lembaga pendidikan Islam, yang menaungi puluhan juta peserta
didik di seluruh jenjang, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan
bonus demografi ini benar-benar menjadi bonus dan bukan beban, melalui
penyiapan generasi yang produktif, berdaya saing, sekaligus berkarakter
kuat (Bappenas, 2024). Kegagalan menyiapkan kualitas sumber daya
manusia pada periode krusial ini berisiko menjadikan bonus demografi

sebagai peluang yang terlewatkan begitu saja.
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Selain itu, arah kebijakan pendidikan Islam ke depan juga perlu
memperhatikan dimensi pembiayaan yang berkelanjutan. Selama ini,
sebagian besar pesantren dan madrasah swasta mengandalkan sumber
pendanaan mandiri dari masyarakat, yang membuat kapasitas
pengembangan mutu sangat bervariasi antarlembaga. Skema pembiayaan
inovatif, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, kemitraan dengan
filantropi Islam, serta optimalisasi dana abadi pendidikan (endowment fund),
perlu terus didorong sebagai alternatif pembiayaan di luar skema bantuan
pemerintah yang jumlahnya terbatas (Machali & Hidayat, 2022).
Diversifikasi sumber pembiayaan ini penting untuk menjamin
keberlanjutan mutu pendidikan Islam dalam jangka panjang, tanpa terlalu
bergantung pada fluktuasi anggaran negara.
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BAB I1

POLITIK HUKUM DAN

TATA KELOLA PENDIDIKAN
ISLAM

Polittk hukum menentukan arah, bentuk, dan isi regulasi yang
mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam, sementara tata kelola
menentukan bagaimana regulasi tersebut diterjemahkan menjadi praktik
penyelenggaraan yang efektif, transparan, dan akuntabel di lapangan. Bab
ini membahas keterkaitan erat antara kedua ranah tersebut dalam konteks
pendidikan Islam di Indonesia.

2.1 POLITIK HUKUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Polittk hukum pendidikan Islam dapat dipahami sebagai arah

kebijakan yang digunakan negara dalam merumuskan, menetapkan, dan
menegakkan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan
Islam. Mahfud MD (2021) mendefinisikan politik hukum sebagai garis
kebijakan resmi yang dijadikan dasar dalam pembentukan, penerapan, dan
penegakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks
pendidikan Islam, politik hukum tercermin dari bagaimana negara
mengatur relasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, antara
otoritas pusat dan daerah, serta antara negara dan lembaga pendidikan
Islam berbasis masyarakat seperti pesantren.

Sepanjang sejarah, politik hukum pendidikan Islam di Indonesia
mengalami pergeseran dari watak segregatif pada masa kolonial menuju
watak akomodatif-integratif pada masa modern. Pada masa awal
kemerdekaan, politik hukum bercorak akomodatif namun belum
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sepenuhnya integratif, di mana pendidikan Islam diakui namun tetap
dikelola secara terpisah dari sistem pendidikan umum melalui
Kementerian Agama. Pergeseran signifikan terjadi ketika Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas
mengintegrasikan pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, sebagai
satu kesatuan sistem pendidikan nasional yang tidak terpisahkan (Republik
Indonesia, 2003).

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan menjadi tonggak politik hukum berikutnya
yang memberikan pengakuan lebih spesifik terhadap pesantren, madrasah
diniyah, dan pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian dari jalur pendidikan
keagamaan yang sah secara hukum. Puncak dari politik hukum akomodatif
ini terwujud melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren, yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan dan
rekognisi negara secara komprehensif terhadap pesantren sebagai lembaga
pendidikan yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan
masyarakat (Republik Indonesia, 2019). Undang-undang ini juga
memperkenalkan prinsip kemandirian pesantren, yang berarti negara
memberikan pengakuan tanpa mengintervensi secara berlebihan otonomi
keilmuan dan kelembagaan pesantren.

Dinamika politik hukum ini tidak lepas dari kontestasi kepentingan
antaraktor, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah, akademisi, serta pengasuh pesantren yang
selama ini menjaga tradisi kemandirian kelembagaan. Bush dan Nuh
(2023) mencatat bahwa perumusan kebijakan pendidikan Islam di
Indonesia senantiasa diwarnai oleh negosiasi antara kepentingan negara
untuk melakukan standardisasi mutu dan kepentingan masyarakat sipil
keislaman untuk mempertahankan otonomi dan kearifan lokal
kelembagaan.
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Kotak 2.1 Empat Pilar Regulasi Utama Pendidikan Islam

UU No. 20/2003 (Sisdiknas); UU No. 55/2007 (Pendidikan Agama
dan Keagamaan); UU No. 18/2019 (Pesantren); serta berbagai
Peraturan  Menteri Agama (PMA) yang mengatur teknis
penyelenggaraan madrasah dan PTKI.

Kementerian Agama RI
(Ditjen Pendidikan Islam)

v

Kanwil Kemenag Kankemenag PTKI
Provinsi Kabupaten/Kota (Negeri & Swasta)

v
Madrasah Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan
(RA/MI/MTs/MA) (Salafiyah/Modern) Diniyah & Nonformal

Gambar 2. 1 Struktur Tata Kelola Pendidikan Islam di Indonesia
Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan struktur organisasi

Kementerian Agama RI (2024)

Salah satu ciri khas polittk hukum pendidikan Islam di Indonesia
adalah pengakuan terhadap prinsip kemandirian (zndependence) lembaga
pendidikan berbasis masyarakat, khususnya pesantren, yang secara historis
tumbuh dari inisiatif masyarakat jauh sebelum negara hadir mengatur
pendidikan secara formal. Prinsip ini membedakan polittk hukum
pendidikan Islam Indonesia dengan sejumlah negara lain yang cenderung
menerapkan kontrol negara yang lebih ketat terhadap seluruh aspek
penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Choirul Fuad Yusuf (dalam
Nata, 2023) menyebut relasi negara dan pesantren di Indonesia sebagai
model kemitraan asimetris, di mana negara memberikan pengakuan dan
dukungan tanpa sepenuhnya mengambil alih otonomi kelembagaan yang
telah terbangun selama berabad-abad.
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GLOSARIUM

Adaptive  Leadership.  Kepemimpinan  adaptif;  pendekatan
kepemimpinan yang menekankan kemampuan membedakan
tantangan teknis dan tantangan adaptif serta menavigasi organisasi di
tengah ketidakpastian.

Akreditasi. Proses evaluasi eksternal yang menilai kelayakan dan mutu
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar yang ditetapkan
oleh badan akreditasi yang berwenang.

Amanah. Nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan
Islam, mencakup pengelolaan sumber daya secara jujur dan
bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bahtsul Masail. Tradisi forum diskusi kolektif di lingkungan pesantren
untuk membahas persoalan hukum Islam kontemporer secara
metodologis dan argumentatif.

Bandongan. Metode pembelajaran klasik di pesantren di mana santri

menyimak penjelasan kiai atas suatu kitab secara berkelompok.

Blended Learning. Pembelajaran hibrida yang memadukan
pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring secara
terstruktur.

Bonus Demografi. Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif
suatu negara berada pada titik tertinggi, memberikan potensi besar
bagi pertumbuhan ekonomi jika diimbangi kualitas sumber daya
manusia yang memadai.
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Change Management. Manajemen perubahan; pendekatan sistematis
untuk mengelola transisi organisasi dari kondisi saat ini menuju
kondisi yang diinginkan.

Collaborative Governance. Tata kelola kolaboratif; proses pengambilan
keputusan bersama yang melibatkan aktor negara dan non-negara
secara formal dan deliberatif.

Continuous Quality Improvement (CQI). Peningkatan mutu
berkelanjutan; siklus perbaikan mutu yang tidak pernah berhenti
pada satu pencapaian target tertentu.

Dashboard Kebijakan. Platform visualisasi data yang mengintegrasikan
berbagai sumber data untuk mendukung pengambilan kebijakan
secara real-time.

Data-Driven Leadership. Kepemimpinan berbasis data; pendekatan
kepemimpinan yang menekankan penggunaan data dan bukti empiris
sebagai basis pengambilan keputusan.

Deep Learning (Pedagogi). Pendekatan pembelajaran mendalam yang
mendorong peserta didik memahami konsep secara utuh dan mampu
mentransfer pengetahuan ke konteks baru, berbeda dari istilah
serupa dalam kecerdasan buatan.

Digital Champion. Individu dalam organisasi yang berperan sebagai
motor penggerak dan penyokong utama transformasi digital.

Diniyah. Jalur pendidikan keagamaan Islam nonformal yang berfokus
pada pengajaran ilmu-ilmu agama, seperti Al-Qur'an dan akhlak.
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Distributed Leadership. Model kepemimpinan yang mendistribusikan
kewenangan kepada berbagai individu dalam organisasi sesuai
kompetensi masing-masing, tidak terpusat pada satu figur.

Early Warning System. Sistem peringatan dini yang mengidentifikasi
peserta didik berisiko mengalami penurunan capaian akademik atau
putus sekolah.

Ekoteologi. Cabang kajian yang mengeksplorasi hubungan antara teologi
agama dengan isu-isu lingkungan, merumuskan landasan etis-religius

bagi tanggung jawab manusia terhadap alam.

EMIS (Education Management Information System). Sistem
informasi manajemen pendidikan yang digunakan Kementerian
Agama untuk pendataan madrasah secara nasional.

Evidence-Based DPolicy. Pendekatan perumusan kebijakan yang
menckankan penggunaan data dan bukti empiris yang valid pada
setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dampak.

Fikih Lingkungan (Figh al-Bi'ah). Cabang fikih yang membahas
tanggung jawab dan etika manusia terhadap kelestarian lingkungan
hidup dalam perspektif hukum Islam.

Figh al-Bi'ah. Fikih lingkungan; kajian hukum Islam yang membahas
tanggung jawab dan etika manusia terhadap kelestarian lingkungan

hidup.

Foresight Kebijakan. Kemampuan pembuat kebijakan untuk secara
sistematis mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan dan
merancang kebijakan yang tangguh menghadapi berbagai skenario
tersebut.
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Good Governance. Prinsip tata kelola yang baik mencakup partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, responsivitas, dan
efektivitas dalam pengelolaan organisasi.

Green Financing. Skema pembiayaan hijau yang diarahkan khusus untuk
mendanai inisiatif ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan.

Hidden Curriculum. Kurikulum tersembunyi; nilai, sikap, dan norma
yang dipelajari peserta didik secara implisit melalui pengalaman dan
interaksi sosial di lingkungan pendidikan, bukan melalui pengajaran
eksplisit.

Ihsan. Konsep beribadah dan bekerja dengan kesadaran senantiasa
diawasi oleh Tuhan, mendorong kinetja terbaik tanpa memerlukan
pengawasan cksternal yang ketat.

Ijtihad. Upaya sungguh-sungguh seorang ahli hukum Islam untuk
merumuskan hukum dari sumber-sumber syariat, relevan sebagai
analogi kreativitas dalam pendidikan.

IMTAQ-IPTEK. Singkatan dari Iman dan Takwa-Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; prinsip integrasi antara nilai keagamaan dengan sains dan
teknologi dalam kurikulum pendidikan Islam.

Inclusive Leadership. Kepemimpinan inklusif; kemampuan pemimpin
menghargai dan memanfaatkan keragaman sebagai kekuatan
organisasi.

Insan Kamil. Konsep manusia paripurna dalam pendidikan Islam yang

memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan
sosial.

152 | Glosarium



Instructional Leadership. Model kepemimpinan yang berfokus pada
peran pemimpin sekolah sebagai penggerak utama peningkatan mutu
proses belajar-mengajar.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Gagasan yang menekankan bahwa ilmu
pengetahuan harus senantiasa dilandasi kesadaran ketuhanan yang
mengarahkan pemanfaatannya untuk kemaslahatan.

Kaderisasi Kepemimpinan. Proses sistematis penyiapan calon
pemimpin masa depan suatu organisasi melalui pembinaan dan
pengalaman bertahap.

Khalifah fil Ardh. Konsep manusia sebagai pengemban amanah Tuhan
untuk  memakmurkan  bumi, menjadi landasan filosofis
kepemimpinan dan tanggung jawab ekologis dalam Islam.

Kitab Kuning. Sebutan untuk kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang
menjadi rujukan utama pembelajaran di pesantren tradisional.

Learning Analytics. Disiplin yang memanfaatkan data pendidikan dalam
skala besar untuk memahami dan mengoptimalkan proses belajar
serta lingkungan pembelajaran.

Learning Management System (LMS). Perangkat lunak yang
digunakan  untuk  mengelola, mendokumentasikan,  dan
menyampaikan program pembelajaran secara digital.

Learning Organization. Organisasi pembelajar; organisasi yang secara
berkelanjutan memperluas kapasitasnya untuk menciptakan hasil
yang diinginkan melalui pembelajaran kolektif.

Madrasah Mu'adalah. Skema penyetaraan yang memberikan pengakuan

formal negara terhadap pendidikan pesantren yang memadukan kitab
kuning klasik dengan kompetensi kontemporer.
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Magqasid al-Syari'ah. Tujuan-tujuan syatiat Islam yang menjadi kerangka
etis dalam perumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.

Maslahah 'Ammah. Kemaslahatan atau kepentingan bersama yang
menjadi orientasi utama dalam perumusan kebijakan publik dalam
perspektif Islam.

Mixed Scanning. Model analisis kebijakan yang memadukan pendekatan
rasional komprehensif untuk keputusan fundamental dengan
pendekatan inkremental untuk keputusan teknis.

Mizan. Konsep keseimbangan dalam Islam yang menjadi prinsip
fundamental penciptaan, relevan sebagai landasan etika lingkungan
dan pembangunan berkelanjutan.

Moderasi Beragama (Wasathiyyah). Cara pandang, sikap, dan praktik
beragama secara jalan tengah, menghindari sikap ekstrem baik
radikalisme maupun liberalisme yang melampaui batas ajaran agama.

Muhasabah. Introspeksi diri; praktik refleksi rutin dalam tradisi Islam
yang relevan diadaptasi sebagai evaluasi diri kepemimpinan.

Niche Excellence. Strategi fokus pada bidang keunggulan spesifik suatu
institusi, alih-alih berupaya unggul di seluruh bidang secara
bersamaan.

Outcome-Based Education (OBE). Pendekatan pendidikan yang
merancang mundur seluruh proses pembelajaran dari capaian
pembelajaran (learning outcomes) yang telah ditetapkan sejak awal.

Policy Foresight. Kemampuan pembuat kebijakan mengeksplorasi

berbagai kemungkinan masa depan secara sistematis untuk
merancang kebijakan yang tangguh.
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PPEPP. Singkatan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI).

Psychological Safety. Keamanan psikologis; kondisi di mana anggota
organisasi merasa aman mengajukan gagasan, bertanya, atau

mengakui kesalahan tanpa rasa takut.

Rahmatan lil 'Alamin. Prinsip bahwa ajaran Islam diturunkan sebagai
rahmat bagi seluruh alam, menjadi landasan filosofis bagi kebijakan
pendidikan Islam yang inklusif.

Reverse Mentoring. Mentoring terbalik; praktik ketika individu yang
lebih muda atau lebih melek teknologi membimbing individu senior
dalam suatu keterampilan.

Scenario Planning. Metode perencanaan yang menyusun beberapa
skenario masa depan berbeda untuk mempersiapkan kesiapan
strategis organisas.

School-Based Management. Manajemen berbasis sekolah; pendekatan
yang melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada
level satuan pendidikan.

Servant Leadership. Kepemimpinan melayani; model kepemimpinan
yang menekankan esensi kepemimpinan sebagai pelayanan terhadap
kebutuhan pengikut terlebih dahulu.

Siyasah Syar'iyyah. Fikih politik dan kepemimpinan dalam Islam yang

membahas prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan
sesuai syariat.
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Smart Islamic Education. Model pendidikan Islam masa depan yang
mengintegrasikan kecerdasan teknologi, kecerdasan tata kelola, dan

kecerdasan spiritual secara harmonis.

Society 5.0. Konsep masyarakat yang mengintegrasikan ruang siber dan
ruang fisik secara mulus untuk menyelesaikan persoalan sosial
melalui pemanfaatan teknologi.

Sorogan. Metode pembelajaran individual di pesantren tradisional, santri
membaca kitab di hadapan kiai secara personal.

Spiritual  Leadership.  Kepemimpinan  spiritual;  pendekatan
kepemimpinan yang menekankan dimensi transenden dalam
memotivasi dan menggerakkan anggota organisasi.

SPMLI. Sistem Penjaminan Mutu Internal; mekanisme yang dikembangkan
secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan
penyelenggaraan pendidikan sesuai standar.

Stakeholder Analysis. Metode sistematis untuk mengidentifikasi
individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan
pengaruh terhadap suatu kebijakan.

Syura. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang menjadi
landasan kepemimpinan partisipatif dalam Islam.

Ta'dib. Konsep pembentukan manusia beradab dalam pendidikan Islam
menurut Al-Attas, yang meneckankan penempatan diri secara tepat
dalam tatanan penciptaan.

Tabayyun. Prinsip verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi sebelum

menerimanya sebagai kebenaran, relevan sebagai literasi digital-

keagamaan di era informasi.
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Tafakkur. Perenungan mendalam terhadap ciptaan Tuhan, relevan
sebagai landasan penguatan kemampuan berpikir kritis dalam
pendidikan Islam.

Tafsir. Penjelasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qut'an
menggunakan metodologi keilmuan tertentu.

Tazkiyatun Nafs. Penyucian jiwa; proses pembersihan diri secara
spiritual yang menjadi bagian penting kepemimpinan spiritual di
lingkungan pesantren.

Transformational Leadership. Kepemimpinan transformasional; gaya
kepemimpinan yang menginspirasi pengikut melampaui kepentingan
pribadi demi kepentingan organisasi.

Ummatan Wasathan. Konsep umat pertengahan dalam Al-Qur'an yang
menjadi landasan teologis bagi prinsip moderasi beragama.

Wakaf Produktif. Skema wakaf yang dikelola secara produktif untuk
menghasilkan manfaat berkelanjutan, termasuk pembiayaan
pendidikan Islam dan energi terbarukan.

Wasathiyyah. Istilah Arab untuk moderasi atau jalan tengah, menjadi akar
konsep moderasi beragama dalam kebijakan pendidikan Islam
Indonesia.

Whistleblowing System. Sistem pelaporan pelanggaran yang melindungi
identitas pelapor, digunakan untuk memperkuat integritas organisasi.

World Class University. Perguruan tinggi yang diakui secara global

karena keunggulan riset, kualitas pengajaran, dan kontribusinya
terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat.
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Pendidikan Islam di Indonesia berada pada persimpangan penting antara menjaga nilai-
nilai keislaman yang menjadi fondasi pendidikan dan menjawab tuntutan perubahan global
yang ditandai oleh transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial
Intelligence), perubahan tata kelola pemerintahan, peningkatan standar mutu, serta
kebutuhan akan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Dalam konteks tersebut, kebijakan
pendidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai produk regulasi, melainkan sebagai
instrumen strategis yang menentukan arah, kualitas, dan daya saing pendidikan Islam di
masa depan. Buku Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam di Indonesia hadir
sebagai referensi komprehensif yang mengintegrasikan kajian kebijakan publik,
kepemimpinan pendidikan Islam, tata kelola kelembagaan, transformasi digital, serta isu-isu
kontemporer yang berkembang pada tingkat nasional maupun global. Buku ini menawarkan
perspektif baru bahwa keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kualitas
kebijakan, tetapi juga pada kapasitas kepemimpinan dalam menerjemahkan kebijakan
menjadi praktik pendidikan yang efektif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.Pembahasan
diawali dengan paradigma kebijakan pendidikan Islam, politik hukum, dan tata kelola
pendidikan sebagai landasan konseptual dalam memahami dinamika kebijakan di Indonesia.
Selanjutnya, buku mengulas berbagai teori analisis kebijakan serta model kepemimpinan
pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dengan teori
kepemimpinan modern seperti transformational leadership, instructional leadership, adaptive
leadership, dan strategic leadership. Integrasi ini menjadi dasar dalam membangun
kepemimpinan yang mampu menghadapi kompleksitas perubahan pada era disrupsi.

Sebagai respons terhadap perkembangan zaman, buku ini juga mengangkat berbagai
isu strategis yang menjadi perhatian dunia pendidikan saat ini, antara lain transformasi
kurikulum, digitalisasi lembaga pendidikan Islam, pemanfaatan Artificial Intelligence, tata
kelola berbasis data (data-driven governance), learning analytics, penguatan pendidikan
karakter, moderasi beragama, penjaminan mutu, internasionalisasi pendidikan Islam,
pendidikan berkelanjutan berbasis ekoteologi, hingga tantangan pendidikan Islam dalam era
Society 5.0 dan menuju Indonesia Emas 2045.Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan
yang menghubungkan tiga dimensi utama, yaitu kebijakan (policy), kepemimpinan
(leadership), dan tata kelola (governance) dalam satu kerangka berpikir yang utuh.
Pendekatan tersebut memungkinkan pembaca memahami keterkaitan antara proses
perumusan kebijakan, implementasi kepemimpinan, pengelolaan organisasi pendidikan,
serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam. Setiap bab disusun secara
sistematis dengan mengintegrasikan kajian konseptual, perspektif Islam, hasil penelitian
mutakhir, studi kasus, analisis kritis, dan refleksi akademik sehingga mampu mendorong
pembaca untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan kemampuan
analitis dalam mengevaluasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi strategis bagi
pengembangan pendidikan Islam. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa program magister
dan doktor, dosen, peneliti, kepala madrasah, pimpinan pesantren, pengelola perguruan
tinggi keagamaan Islam, pengawas pendidikan, praktisi pendidikan, serta para pengambil
kebijakan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam yang unggul,
adaptif, berdaya saing global, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
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